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ABSTRAK

Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD NRI 1945 memperkuat
prinsip checks and balances dengan memperluas peran DPR, termasuk dalam
fungsi pengawasan dan mekanisme persetujuan pengangkatan pejabat negara di
berbagai lembaga. Penguatan tersebut kemudian diperluas melalui penambahan
Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan
evaluasi berkala terhadap pejabat negara dengan hasil yang bersifat mengikat,
sehingga menandai pergeseran peran DPR dari persetujuan awal menuju
pengawasan berkelanjutan. Namun, kewenangan ini menimbulkan problematika
konstitusional karena berpotensi —melampaui batas kewenangan DPR,
mengintervensi independensi lembaga negara, dan mencederai prinsip pemisahan
kekuasaan. Dalam perspektif siyasah dustiriyyah, pengawasan harus dilaksanakan
dalam batas konstitusional yang jelas agar tidak terjadi pelampauan kekuasaan dan
dominasi satu lembaga atas lembaga lain. Oleh karena itu, Pasal 228 A tidak sekadar
persoalan teknis tata tertib, melainkan menyangkut isu konstitusional fundamental
yang memerlukan kajian mendalam guna menjaga keseimbangan kekuasaan,
independensi lembaga negara, dan keberlangsungan demokrasi konstitusional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi
kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap Pasal 228A
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 dengan menggunakan kerangka teori
checks and balances, teori hierarki norma hukum, serta perspektif siyasah
dustiiriyyah. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dengan
analisis kualitatif terhadap peraturan dan literatur ilmiah yang relevan guna
memperoleh pemahaman komprehensif atas problematika konstitusional yang
diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fungsi pengawasan DPR
RI melalui Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 telah melampaui
karakter pengawasan konstitusional dalam kerangka checks and balances. Secara
normatif, Pasal 228 A tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam UUD NRI
Tahun 1945 maupun Undang-Undang, Nomor 17 Tahun, 2014 tentang MD3,
sehingga bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum dan asas /ex superior
derogat legi inferiori. Dalam perspektif siyasah dustiriyyah, pengawasan yang
melampaui batas kewenangan tersebut mencerminkan fajawuz al-sultah karena
membuka ruang dominasi satu lembaga atas lembaga lain dan berpotensi merusak
keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, peningkatan fungsi pengawasan DPR
melalui Pasal 228A tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan
demokrasi konstitusional, sehingga secara normatif memerlukan peninjauan dan
pembatasan yang tegas.

Kata Kunci : Problematika, Pengawasan, DPR
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ABSTRACT

Constitutional reform through amendments to the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia strengthened the principle of checks and balances by expanding the
role of the House of Representatives (DPR), including its oversight function and the
approval mechanism for the appointment of state officials to various institutions.
This strengthening was then expanded through the addition of Article 2284 of DPR
RI Regulation Number 1 of 2025, which grants the authority to periodically
evaluate state officials with binding results, thus marking a shift in the DPR's role
from initial approval to ongoing oversight. However, this authority raises
constitutional problems because it has the potential to exceed the DPR's authority,
interfere with the independence of state institutions, and violate the principle of
separation of powers. From a siyasah dustiiriyyah perspective, oversight must be
implemented within clear constitutional boundaries to prevent the excess of power
and the domination of one institution over another. Therefore, Article 2284 is not
merely a technical matter of procedure but concerns a fundamental constitutional
issue that requires in-depth study to maintain the balance of power, the
independence of state institutions, and the sustainability of constitutional
democracy.

This research is a normative legal study using a descriptive-analytical literature
study method, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and
tertiary legal materials. The analysis was conducted on Article 2284 of DPR RI
Regulation Number 1 of 2025 using the theoretical framework of checks and
balances, the theory of the hierarchy of legal norms, and the perspective of siyasah
dustiriyyah. A legislative and conceptual approach was used, along with a
qualitative analysis of relevant regulations and scientific literature, to gain a
comprehensive understanding of the constitutional issues studied.

The results indicate that the regulation of the DPR RI's oversight function through
Article (2284 of DPR Rl Regulation Number 1 of 2025 has exceeded the
constitutional _oversight ‘characteristic within | the | framework of checks and
balances. Normatively, Article,2284 lacks a clear-basis of authority in the 1945
Constitution of 'the Republic of Indonesia or'Law 'Number 17 of 2014 concerning
the MD3, thus contradicting the principle of the hierarchy of legal norms and the
principle of lex superior derogat legi inferiori. From the perspective of the legal
system, oversight that exceeds its authority reflects the practice of tajawuz al-sultah
(religious oversight), as it creates room for one institution to dominate another and
potentially disrupts the balance of power. Therefore, the enhancement of the DPR's
oversight function through Article 2284 is not fully in line with the principles of the
rule of law and constitutional democracy and therefore requires strict review and
limitations.

Keywords: Problems, Oversight, DPR
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa

Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba‘ B Be
< Ta‘ T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha* H ha (dengan titik di bawah)
4 Kha* Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
J Ra‘ R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
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o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta T te (dengan titik di bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

T Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam E ‘el

B Mim M ‘em

o Nun N ‘en

g Waw W W

J Ha’ H ha

s Hamzah . apostrof

& Ya* )| ve

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

RS ditulis muta’addidah

TS ditulis iddah

C. Ta‘* Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h



ditulis

hikmah

ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia,seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

BEPNEEES

ditulis

Karamah al-Auliya@

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

kil 385 ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. Fathah ditulis a
Kasrah ditulis i
Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
OLAIL) ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
S ditulis Unsa
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3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1

(& sl ditulis al- ‘Alwani
4. Dammah + wawu mati ditulis il

o5kt ditulis “Ulim

F. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
a8 e ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
e-u\\ ditulis a’antum
Eidel ditulis u’iddat
ArRa gl ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

OV Al ditulis Al-Qur’an

okl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'1 (el)nya.
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ZU'L:.QS\ ditulis ar-Risalah

£l ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Il Jal Ditulis Ahl ar-Ra’yi

Al Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan

sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab; Ahmad Syukri
Soleh dan'sebagainya.
Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan Kata /Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan pasca reformasi telah mengarah pada
penguatan prinsip checks and balances sebagai fondasi utama dalam
memperkuat kerangka hukum negara dan demokrasi. Salah satu perubahan
signifikan yang muncul dari proses ini adalah terjadinya redistribusi
kekuasaan dan penataan ulang hubungan antar lembaga negara agar lebih
seimbang dan saling mengawasi. Reformasi konstitusi menjadi fondasi
hukum bagi pengaturan kelembagaan negara sekaligus memperjelas
pembagian pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui berbagai institusi yang

' Lembaga legislatif

memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi berbeda.
merupakan lembaga negara yang diberikan peran yang lebih luas, tidak
hanya sebagai lembaga legislatif tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme
kontrol terhadap jalannya pemerintahan.”

DPR “sebagai representasi rakyat memiliki_‘tiga fungsi utama
sebagaimana-tertuang dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,

yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi

tersebut merupakan fungsi implementatif dari kedaulatan rakyat untuk

! Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Tata Negara: Refleksi
Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia,
2009). hlm. 132.

2 Herlinanur, Nanda, dkk., "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat
Sistem Check And Balance." Jurnal llmiah Multidisiplin, vol. 3 no. 1, (2024), hlm. 115.
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menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai
checks and balances (sistem pengawasan dari luar).> Dari ketiga fungsi
tersebut, fungsi pengawasan merupakan salah satu instrumen kunci dalam
menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kekuasaan. Menurut
Jimly Asshiddiqie, di berbagai belahan dunia, fungsi pengawasan justru
dianggap lebih penting dibandingkan dengan fungsi legislasi.* Fungsi
pengawasan memiliki peran krusial untuk mencegah terjadinya
ketimpangan dan menjaga keselarasan antar norma hukum, karena tanpa
pengawasan yang tepat, dapat timbul ketidakharmonisan yang pada
akhirnya berujung pada ketidakpastian serta ketidakadilan dalam penerapan
hukum.’

Pengaturan rinci mengenai fungsi pengawasan DPR tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lebih dikenal sebagai UU
MD3).% Tepatnya pada Pasal 72 huruf d dimana DPR bertugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan

pemerintah. ~Dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPR RI

3 Tyan Barlian dkk, “Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat secara
Konstitusional dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi”, Jurnal Res Justitia:
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa,
Volume 3, Nomor 2 (Juli 2023), him. 410. DOI : 10.46306/1j.v3i2.80.

* Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2006), him. 36.

5 Jimly Asshiddiqie, Perihal undang-undang di Indonesia, (Jakarta : Konstitusi
Press, 2006). hlm. 278.

% Abd Razak Said, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Binamulia Hukum 13.2 (2024), hlm. 363.



menggunakan kewenangan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan
melaksanakan fungsi tersebut melalui pemanfaatan hak dan kewajiban yang
dimilikinya.

Tanggal 4 Februari 2025 lembaga legislatif melakukan upaya
peningkatan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dengan melakukan
perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Dalam perubahan yang tertuang dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Tata Tertib (Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025) tersebut, DPR
RI menambahkan Pasal 228A yang pada ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka
meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap
hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2),
DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah
ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.” Dan pada ayat (2) berbunyi: “Hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan
disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR
untuk-ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”

Pasal ini memberikan landasan yuridis bagi Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) untuk melaksanakan evaluasi terhadap pejabat lembaga
negara yang penetapannya dilakukan melalui rapat paripurna DPR seperti
hakim mahkamah konstitusi, gubernur bank indonesia, komisioner komisi
pemilihan umum, komisioner komisi nasional hak asasi manusia, anggota

dewan kehormatan penyelenggara pemilu, komisioner badan pengawas



pemilu, pimpinan komisi pemberantasan korupsi, otoritas jasa keuangan,
ombudsman, serta ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut.’
Ketentuan dalam Pasal 228A ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi
juga telah diimplementasikan dalam praktik. Hal ini tampak ketika komisi
IT DPR pada 11 Februari 2025 menyelenggarakan rapat tertutup untuk
melakukan evaluasi terhadap pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP).® Rapat tersebut menjadi pelaksanaan perdana mekanisme
evaluatif yang diatur dalam Pasal 228A, sekaligus menandai pergeseran
peran DPR dari hanya sebatas persetujuan awal dalam proses rekrutmen
pejabat publik menuju pengawasan berkelanjutan melalui evaluasi kinerja.’
Penambahan kewenangan legislatif seperti evaluasi terhadap pejabat
negara menimbulkan tantangan konstitusional dan kelembagaan yang tidak
dapat diabaikan. Langkah ini menuai kritik karena dinilai berpotensi
mengintervensi independensi lembaga-lembaga negara yang seharusnya
bebas dari tekanan politik. Selain itu, pemberian kewenangan tersebut tanpa
dasar hukum yang kuat dapat dianggap melanggar prinsip. due process of
law dan membuka ruang bagi ‘terjadinya abuse of power oleh lembaga

legislatif. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang cermat antara

7 Mei Susanto, et.al. “Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam

Sistem Ketatangearaan Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, No 1 (2018). hlm.
30. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V1 8. hlm 30.

8 Dwi Rahmawati, "Rapat Tertutup, Komisi II DPR Perdana Evaluasi Pimpinan
https://news.detik.com/berita/d-7772800/rapat-tertutup-komisi-ii-dpr-perdana-

evaluasi-pimpinan-dkpp , Diakses pada 19 September 2025.

° Hidayat Salam dkk, “Tatib Baru Berlaku, DPR langsung “Gas” Evaluasi

Pimpinan DKPP”, https://www.kompas.id/artikel/tatib-baru-berlaku-dpr-langsung-gas-
evaluasi-pimpinan-dkpp , Diakses pada 19 September 2025.



https://news.detik.com/berita/d-7772800/rapat-tertutup-komisi-ii-dpr-perdana-evaluasi-pimpinan-dkpp
https://news.detik.com/berita/d-7772800/rapat-tertutup-komisi-ii-dpr-perdana-evaluasi-pimpinan-dkpp
https://www.kompas.id/artikel/tatib-baru-berlaku-dpr-langsung-gas-evaluasi-pimpinan-dkpp
https://www.kompas.id/artikel/tatib-baru-berlaku-dpr-langsung-gas-evaluasi-pimpinan-dkpp

fungsi pengawasan DPR dan batasan konstitusional yang menjamin
independensi serta integritas lembaga negara lainnya. '’

Perdebatan mengenai pasal ini menguat seiring berbagai peristiwa
politik dan hukum pada masa lalu, terutama pemberhentian Hakim
Konstitusi Aswanto oleh DPR pada tahun 2022 yang dinilai inkonstitusional
karena tidak memiliki dasar konstitusional maupun landasan peraturan
perundang-undangan, serta tidak terdapat norma yang memberikan
kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan hakim Mahkamah
Konstitusi meskipun berasal dari usulan DPR.!' Tindakan tersebut dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang menggerus
prinsip independensi Mahkamah Konstitusi dan patut diduga sebagai bentuk
intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman,'? khususnya jika
dikaitkan dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR mengenai sikap
Aswanto yang kerap membatalkan produk hukum DPR.!* Meskipun bukan
merupakan implementasi Pasal 228 A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025,
peristiwa int memiliki relevansi konseptual karena mencerminkan pola
penggunaan fungsi pengawasan DPR yang melampaui-batas konstitusional,

sehingga Pasal 228A berpotensi menjadi legitimasi normatif bagi intervensi

10 Hasmiyati, dkk. "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020

tentang Tata Tertib DPR." Journal llmu Hukum Pengayoman vol. 3 no. 1, (2025), hlm. 3.

" Arum, F., Wulandari, A. F., Lailatussyafa’ah, E., & Saifullah, A., “Analisis Kasus

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”,
Hukum Dan Masyarakat Madani, Volume 13 Nomor 2, (2023), hlm. 354.
https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7932 .

12 Durohim, Amnan, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa

Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. JATISWARA 38 (1). 2023. hlm. 49.
https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461.
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DPR terhadap lembaga negara independen dan mengancam prinsip
independensi kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Pasal 228A bersifat problematik dikarenakan meskipun
diklaim sebagai penguatan fungsi pengawasan DPR, ketentuan ini
berpotensi menjadi mekanisme politik untuk mengintervensi dan
melemahkan independensi pejabat serta lembaga negara di luar DPR.
Evaluasi yang bersifat mengikat dapat berujung pada pemberhentian,
pemotongan anggaran, atau intervensi kebijakan internal, padahal tata tertib
DPR semestinya hanya mengatur internal kelembagaannya sendiri. Oleh
karena itu, penting untuk memastikan agar praktik serupa, sebagaimana
terjadi dalam pemberhentian Hakim Aswanto, tidak kembali terulang di
masa mendatang demi menjaga marwah konstitusi serta tegaknya prinsip
Checks and Balances. Peninjauan ulang terhadap Pasal 228A secara
normatif menjadi sangat mendesak, baik melalui jalur legislasi maupun
pengujian konstitusional, agar tidak lagi menjadi celah yang memungkinkan
interyensi politik terhadap lembaga lainnya.

Dalam' konteks pemikiran hukum tata negara-Tslam, dinamika ini
dapat dianalisis melalui perspektif siyasah dusturiyyah, yaitu cabang
siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, struktur kekuasaan,
dan pembatasannya melalui konstitusi. Siyasah dustiiriyyah menekankan
bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan aturan dasar (dustir)
yang mengatur hubungan antar lembaga negara serta memastikan tidak

adanya dominasi satu kekuasaan atas kekuasaan lainnya. Perspektif ini



memandang bahwa setiap lembaga negara memiliki wilayah kekuasaan
yang harus dihormati, dan setiap bentuk pengawasan harus dilakukan dalam
kerangka konstitusional yang jelas agar tidak menimbulkan tajawuz al-
sultah (penyalahgunaan atau pelampauan kekuasaan). Siyasah dustiriyyah
memberikan landasan bahwa pengawasan tersebut tidak boleh mengganggu
independensi lembaga lain, tidak boleh mengintervensi wilayah kekuasaan
yang bukan menjadi haknya, serta harus menjaga keseimbangan kekuasaan
sejalan dengan prinsip checks and balances. Perspektif ini menegaskan
bahwa kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat
tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan beroperasi sesuai rambu-
rambu konstitusional, sehingga tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang
berpotensi mengarah pada otoritarianisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, keberadaan Pasal 228 A bukan
hanya soal penambahan teknis dalam tata tertib internal, melainkan
menyentuh ranah konstitusional yang lebih dalam terkait relasi kekuasaan
dan perlindungan tethadap independensi_lembaga negara. Maka dari itu,
diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji Problematika
Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Pasal 228 A Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan
praktis terhadap penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia, serta
mendorong formulasi aturan yang lebih akuntabel, transparan, dan tidak

mengancam prinsip dasar pemisahan kekuasaan.



B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana problematika peningkatan fungsi pengawasan DPR RI
dalam Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025?
Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peningkatan fungsi

pengawasan DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025?

C. Tujuan dan Kegunaan

I.

Tujuan Penelitian

a. Dapat mengetahui bagaimana problematika peningkatan

fungsi pengawasan DPR RI dalam Pasal 228 A Peraturan

DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah

terhadap peningkatan fungsi pengawasan DPR dalam

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil_penelitian yang_dilakukan penulis diharapkan
dapat memperkaya ilmupengetahuan dibidang hukum serta
memperluas wawasan bagi penulis, akademisi, dan

masyarakat umum dalam kajian ilmu ketatanegaraan.

. Kegunaan Praktis

Kajian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan
pertimbangan dalam upaya pembaruan hukum nasional.

Selain itu, hasilnya diharapkan mampu berfungsi sebagai



evaluasi bagi pemerintah, khususnya lembaga yudikatif,
dalam melaksanakan tugasnya.
D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka mencakup penjelasan sistematis tentang
hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai peneliti dan
memiliki relevansi dengan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang
penting untuk dilaksanakan. Setelah melakukan literatur Review terkait
judul mengenai Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI
(Analisis Pasal 228 A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata
Tertib) ditemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan
Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR, yaitu:

Artikel jurnal yang disusun oleh Hasmiyati dkk dengan
judul “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib DPR”.'* Hasil penelitian menyatakan penambahan pasal ini
mengakibatkan masalah substansial seperti intervensi terhadap
independensi lembaga negara (khususnya yudikatif), pelanggaran prinsip
due process of law, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),
dan ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan karena
Tata Tertib DPR sebagai peraturan internal tidak seharusnya mengatur atau
mengintervensi kewenangan lembaga lain yang telah diatur oleh undang-

undang.

4 Hasmiyati dkk, “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib DPR”, Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Volume 3 Nomor 1 (Maret 2025).
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Penelitian yang dilakukan oleh Windy Rizky Putri dan M
Sadam Husin berjudul “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam
Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap
Independensi Kekuasaan Kehakiman”’’. Dengan menggunakan metode
yuridis normatif dan pendekatan analisis dokumen hukum, penelitian ini
menemukan bahwa pemberian kewenangan tersebut berpotensi mengancam
independensi kekuasaan kehakiman dan membuka ruang politisasi hukum.
Rifurio dalam artikelnya “Pasal 228A Peraturan DPR RI
No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan
Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”'®. Melalui pendekatan
yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 228A tidak
memiliki legitimasi yang kuat karena tidak termasuk dalam hierarki
peraturan perundang-undangan dan melampaui kewenangan internal DPR.
Norma tersebut dinilai berpotensi mengganggu prinsip pemisahan
kekuasaan, independensi pejabat publik, serta menciptakan ketidakpastian
hukum dalam sistem pemerintahan presidensial.
Berdasarkan ‘telaah “penelitian “terdahulu, kajian mengenai Pasal
228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 umumnya masih berfokus

pada analisis yuridis normatif dan konstitusional, terutama terkait legitimasi

5 Putri, W. R., & Husin, M. S, “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam
Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi
Kekuasaan Kehakiman.”, J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 2025.
https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8273

16 Muhammad Haikal Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025
Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 4, No. 1, (2025).



https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8273

11

kewenangan DPR, hierarki peraturan perundang-undangan, dan
implikasinya terhadap independensi lembaga negara. Namun, belum
ditemukan penelitian yang secara komprehensif dan integratif mengkaji
peningkatan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal 228A dengan
mengaitkannya pada teori checks and balances, prinsip-prinsip
pembentukan peraturan perundang-undangan, serta perspektif Siyasah
Dustiiriyyah yang menekankan keadilan kekuasaan, keseimbangan antar
lembaga negara, dan perlindungan kemaslahatan umum. Kekosongan inilah
yang menjadi fokus dan kontribusi utama penelitian ini.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Checks And Balances
Teori checks and balances pertama kali dikemukakan oleh
Montesquieu yang merupakan pengembangan dari ajaran klasik
mengenai pemisahan kekuasaan (separation of powers).
Berdasarkan gagasan tersebut, suatu negara dikatakan menerapkan
sistem checks.and balances secara efektif apabila tidak terdapat satu
pun cabang kekuasaan yang memiliki dominasi, serta setiap cabang
kekuasaan mampu saling mengawasi dan membatasi satu sama
lain.!” Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa prinsip checks and
balances bertujuan untuk mengatur, membatasi, dan mengendalikan

pelaksanaan kekuasaan negara secara optimal, sehingga

17Badan Pengkajian MPR RI, Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, (Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Desember 2017), hlm.
26.
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penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara
maupun oleh individu yang sedang menduduki jabatan dalam
lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.'®

Secara teoritis, mekanisme pengawasan antar cabang
kekuasaan bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan
menjaga keseimbangan antarlembaga negara, namun pemberian
kewenangan evaluatif kepada DPR terhadap pejabat lembaga negara
di luar cabang legislatif menimbulkan pertanyaan mengenai
kesesuaiannya dengan prinsip checks and balances serta potensi
gangguannya terhadap independensi cabang kekuasaan lain. Oleh
karena itu, teori checks and balances digunakan dalam penelitian ini
sebagai landasan untuk menilai kewenangan evaluatif DPR dalam
Pasal 228A, baik dari aspek proporsionalitas kekuasaan maupun
perlindungan terhadap prinsip checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan.

2. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum atau“teori jenjang norma
diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang disebut sebagai stufenbau
theorie. Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang
dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, di mana norma

yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang

8 Jimly Asshidigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta:
Konstitusi Press, 2006), him 74.
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lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada
suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar
(grundnorm).'® Menurut Hans Kelsen, hierarki norma hukum
tersusun atas tiga tingkatan, yaitu norma dasar (fundamental norm),
norma umum (general norms), dan norma konkret (concrete
norms).*

Teori hierarki atau jenjang tata hukum yang diperkenalkan
oleh Hans Kelsen selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, Hans
Nawiasky, dengan mengaitkannya pada struktur hukum suatu
negara. Hans Nawiasky membagi norma hukum ke dalam empat
kelompok utama, yaitu: pertama, norma fundamental negara
(Staatsfundamentalnorm); kedua, aturan dasar atau aturan pokok
negara (Staatsgrundgesetz); ketiga, undang-undang formal (Formell
Gesetz);, dan keempat, peraturan pelaksana serta peraturan otonom
(Verordnung dan autonome Satzung). Pembagian kelompok norma
hukum tersebut pada umumnya terdapat dalam sistem hukum setiap
negara, meskipun terdapat perbedaan istilah maupun jumlah norma
dalam masing-masing kelompok.?!

Relevansi teori Hierarki Norma Hukum dengan penelitian

ini tampak jelas, karena Pasal 228A merupakan bagian dari

19 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan
Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 8.

20 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), hlm. 26.

2! Maria Farida Indrati Soeprapto, llmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan
Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 44.
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Peraturan DPR RI yang termasuk dalam kategori Autonome
Satzung, yaitu norma internal yang hanya boleh mengatur ke dalam
lembaga DPR itu sendiri. Dengan kerangka teori hierarki Kelsen—
Nawiasky, dapat dianalisis bahwa perluasan kewenangan melalui
Pasal 228A yang berdampak ke luar DPR berpotensi melampaui
sumber kewenangan yang seharusnya berasal dari norma tingkat
lebih tinggi, yakni UUD 1945 dan undang-undang. Dengan
demikian, teori hierarki norma ini menjadi dasar untuk menilai
apakah peningkatan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal 228A
sah secara struktural dan tidak bertentangan dengan bangunan
norma hukum nasional.
Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah = Dusturiyah merupakan cabang ilmu politik
ketatanegaraan dalam Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar
penyelenggaraan negara, termasuk bentuk pemerintahan, hak-hak
rakyat, serta pembagian kekuasaan. Betasal dari kata dustur yang
berarti asas dan dasar, konsep 1ni mencakup kaidah tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat.
Siyasah Dusturiyah mengkaji aspek ketatanegaraan seperti imamah,
khilafah, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, serta

mekanisme politik lainnya berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan
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tujuan syariat (magqasid al-syari‘ah).”

Dalam Siyasah Dusturiyah, parlemen memiliki dua
kewenangan utama menurut Yusuf al-Qaradhawi: legislasi (tasyri’)
dan pengawasan (muhasabah). Parlemen berhak menasihati,
mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban pemimpin sebagai
bentuk amar ma’ruf nahi munkar institusional. Selain legislasi,
parlemen juga memiliki peran dalam pengawasan keuangan negara,
penetapan program keuangan, penyelidikan kebijakan publik,
hingga keterlibatan dalam proses politik seperti pengesahan
perjanjian internasional. Menurut Nabhani, parlemen juga
berwenang mengoreksi tindakan negara, mengevaluasi pejabat, dan
membahas rancangan hukum, meskipun beberapa kewenangan
bersifat mengikat dan sebagian lainnya tidak.

Fungsi pengawasan (monitoring) dalam Siyasah Dusturiyah
merupakan hak rakyat melalui parlemen untuk mengontrol kinerja
eksekutif . demi ~melindungi  kepentingan _publik. Pengawasan
mencakup pemeriksaan” kebijakan, keuangan negara, efektivitas
pelaksanaan anggaran, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar
masyarakat. Namun, Siyasah Dusturiyah menegaskan batas tegas
antara fungsi legislatif dan yudikatif. DPR sebagai lembaga al-

hai’ah al-tasyri ‘iyyah tidak boleh mencampuri ranah al-hai’ah al-

22 Situmorang Jubair, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah),
Bandung: VC Pustaka Setia, 2012. hlm. 19.
2 Yusuf al-Qaradhawy, Figh Negara, Jakarta: Rob bani Press, 1997. him. 291.
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qada’iyyah, sebab pengawasan yudisial merupakan domain lembaga
peradilan. Ketidakjelasan batas ini berpotensi menimbulkan
tumpang tindih kewenangan, melemahkan independensi yudikatif,
dan bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola Islam yang
menekankan perbedaan fungsi kekuasaan untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang.
F. Metode Penelitian
Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang melibatkan proses analisis
dan pengembangan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan
konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang
dibutuhkan melalui pendekatan yang terarah dan terorganisir. Dalam
pelaksanaannya, penulis menerapkan metode berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum
normatif, yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data
sekunder.** Penclitian  ini .mengacu . pada. Peraturan Dewan
Perwakilan™ Rakyat “"Republik “‘Indonesia” Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib, serta
berbagai referensi dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya

yang mendukung penelitian ini.

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan
singkat), (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). hlm. 13.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis. Berdasarkan
pandangan Ronny Haniatjo Soemitro, penelitian deskriptif-analitis
bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, lalu mengaitkannya dengan teori-teori hukum tertentu
serta praktik pelaksanaan hukum positif yang sesuai dengan isu yang

menjadi fokus penelitian.?®

Dimana dalam penelitian ini akan
memberikan pembahasan mengenai Problematika Peningkatan
Fungsi Pengawasan DPR RI berdasarkan pasal 228 A Peraturan
DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR
RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh
melalui studi kepustakaan (library research) dimana penelitian ini
dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari
perpustakaan yang mencakup Undang-undang,.artikel, jurnal, serta
karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik-penelitian ini.?® Data
sekunder berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap untuk

memperkuat hasil penulisan. Jenis data sekunder dibagi menjadi

tiga, yaitu:

25 Ronny Haniatjo Soemitro, metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta:
PT. Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 78.

% Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’, Volume 08, No. 01
(Mei 2014), him. 68.
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki

kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan

perundang undangan, yaitu:

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis ~ Permusyawaratan ~ Rakyat, = Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2019.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan ~ Peraturan  Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menjadi dasar
dalam menilai kedudukan dan-hierarki Tata Tertib
DPR dalam sistem peraturan perundang-undangan.
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib DPR RI.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun

2020 tentang Tata Tertib DPR RI, khususnya Pasal
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228A yang menjadi objek kajian utama penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang
memberikan dukungan atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer. Jenis bahan hukum ini meliputi literatur-
literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah,
dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi
untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus
dan ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi
pendekatan  perundang-undangan  (Statute = Approach) dan
pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan
perundang-undang berfokus pada analisis terhadap peraturan
perundang-undangan sebagai sumber. hukum. _ Peneliti akan
menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan seperti
teks Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan Daerah
yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas untuk
memahami substansi dan maksud dari norma hukum yang diatur.
Pendekatan Konseptual memfokuskan analisis pada konsep hukum
yang mendasari peraturan perundang-undangan. Peneliti akan

mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep hukum yang



20

berhubungan dengan topik penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian

ini adalah pertama melakukan analisis peraturan yang berkaitan
dengan Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI
Berdasarkan Pasal 228 A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025
Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020
Tentang Tata Tertib, Kemudian melakukan literature research dari
skripsi, artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang berkaitan
dengan topik yang dibahas.
Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif.
Sugiyono menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode yang
dipakai untuk meneliti sebuah keadaan subjek yang alamiah dan
memberikan _ hasil _ penelitian _yang . berfokus, pada makna

dibandingkan dengan generalisasi.?’

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar alur analisis mudah

dipahami, dengan Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : PT Alfabet,

2016). him. 3.
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metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Kerangka Teoritik
menguraikan teori checks and balances, hierarki norma hukum, dan siyasah
dusturiyah sebagai dasar analisis. Bab III membahas kedudukan DPR dan
pengaturan fungsi pengawasannya dalam UUD 1945, UU MD3, dan
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025. Bab IV menganalisis problematika
Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 ditinjau dari prinsip
checks and balances, hierarki norma hukum, serta perspektif siyasah
dusturiyah. Bab V Penutup merangkum kesimpulan penelitian dan
memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. Melalui sistematika ini,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif
mengenai problematika penguatan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal
228A dari perspektif hukum tata negara modern dan hukum tata negara

Islam.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1.

Fungsi pengawasan DPR RI pada hakikatnya merupakan instrumen
konstitusional dalam kerangka checks and balances yang bertujuan
menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara secara
proporsional dan akuntabel, bukan sebagai sarana dominasi politik.
Namun, keberadaan Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
2025 tentang Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan
evaluasi berkala terhadap pejabat negara dengan hasil yang bersifat
mengikat menimbulkan problematika serius, baik dari perspektif
ketatanegaraan maupun hierarki norma hukum. Ketentuan tersebut
berpotensi menggeser fungsi pengawasan dari kontrol konstitusional
menjadi instrumen intervensi politik, khususnya terhadap lembaga-
lembaga _independen . yang_ secara _normatif _harus dijamin
independensinya.” Selain itu, Pasal 228A ‘tidak memiliki dasar
kewenangan dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MD3, sehingga melampaui fungsi internal Tata
Tertib DPR dan bertentangan dengan prinsip lex superior derogat
legi inferiori. Dengan demikian, Pasal 228A mencerminkan
perluasan kewenangan pengawasan DPR yang tidak sejalan dengan

prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, serta berpotensi

100
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menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidakpastian
hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan perspektif sivasah dusturiyah, pengawasan terhadap
kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang bertumpu pada nilai keadilan (al-‘adalah),
amanah, dan kemaslahatan umum, sebagaimana tercermin dalam
konsep hishah sebagai mekanisme koreksi moral dan administratif
terhadap penyelenggara negara. Pasal 228 A Peraturan DPR RI
Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya
penguatan fungsi pengawasan legislatif, namun kewenangan
evaluasi pejabat negara yang tidak dibatasi secara tegas dan bersifat
mengikat menunjukkan penyimpangan dari prinsip pengawasan
dalam siyasah dusturiyah. Pengawasan yang melampaui batas
kewenangan (fajawuz al-sultah), mengintervensi independensi
lembaga negara lain, serta membuka ruang politisasi kekuasaan
bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan dan larangan

dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang

membuka ruang bagi pengembangan kajian selanjutnya.

l.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan perspektif
siyasah dusturiyah, sehingga belum mengkaji secara empiris

implementasi Pasal 228A Tata Tertib DPR RI dalam praktik
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ketatanegaraan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan
untuk menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal guna
menelaah dampak penerapan ketentuan tersebut terhadap
independensi lembaga negara serta dinamika hubungan antar
lembaga.

Penelitian ini masih memusatkan analisis pada satu pasal tertentu,
sehingga kajian komparatif dengan mekanisme pengawasan
legislatif di negara lain atau dalam sistem ketatanegaraan Islam
klasik belum dilakukan secara mendalam.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji Pasal 228A
Tata Tertib DPR RI dengan menggunakan teori-teori lain yang
relevan, seperti teori independensi lembaga negara, teori
kewenangan (atribusi, delegasi, dan mandat), teori pemisahan dan
pembagian  kekuasaan, serta teori negara hukum dan
konstitusionalisme. Pendekatan teoritik yang beragam tersebut
diharapkan mampu memberikan analisis yang.lebih komprehensif
mengenai batas kewenangan pengawasan DPR ‘dan implikasinya
terhadap prinsip checks and balances.

Kajian siyasah dusturiyah dalam penelitian ini masih terbatas pada
konsep hisbah dan prinsip keadilan serta amanah, sehingga
penelitian lanjutan dapat memperluas analisis dengan melibatkan
pemikiran ulama klasik dan kontemporer lainnya secara lebih

sistematis. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan
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mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara dan
hukum tata negara Islam, sekaligus memberikan kontribusi yang
lebih kuat bagi pengembangan regulasi pengawasan legislatif yang

sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
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